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Abstrak

Berdasarkun Undang-Undapg Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, Desa memiliki 4 (empat) jenis
kewenangan. Namun dolum implementasi kewenangan desa tersebut, seringkali terjudi distorsi yaitu berupa
perbedaan pemahaman dan penafsivan. schingga menimbulkan gesckan ataupun sengketa dengan pihok Tain,
Stuchi 1 bertujuan  mengevaluasi Pernturon Menteri Desa. Pembangunan  DacrahTertinggal. dan
Transmigrasi Nomor | Tahun 2015 Tentang Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul don
Kewenangan Loknl Baerskala Desa sertn mengetahui sejauh mana implementasi beserta implikasi
kewenangan desa, khususnva kewenangan desa vang berasal dai hak asal usul dan kewenangan desa
berskalu lokal desa. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Lokus studi adalah 6 (enam) desa
dan 3 (tiga) nagari yang dipilih secary purposit dan rersebar di 3 (tga) kabupaten pada 3 (tga) provinsi, Hasil
penelitian ini membuktikan bahwa sosialiasi regulasi tentang kewenangan desa sebagaimanad ditetapkan
dalam Peraturan Menten Desa, Pembangunan DaembTertinggal, dan Transmigrasi Nomor | Tahun 2013
belum diselengearakan sampai pada tataran desa, Sampai saat ini, masib teedapat perbedaan persepsi dalam
menalsickan kewenangan desa, seringiyia terjadi senghketn antara kewenangan  Kabupoten  deéngan
kewenangan desa serta kewenangan desa dengan pihak swasta. Dirckomendasikan untuk mereviu
regulasikebijakan tentang kevwenangan desa dan melakukan sosialisasi secara intensif sampai ke tituran
pelaksana dengun mengikutsenakan pemangku kepentingan dan masvorakat di desa.

Kata kunei: Implementasi. kebijakan, kewenangan.desa.

Absirace

Based an Law No, 6 of 2004 abowr Village (desal, there are fouwr nvpes of anthovity in village fdesa)
achministretion, fn Fillage Adminisoation implementation, theve's always inferpretation distortion that
cases contradiction with ather stakeholders, This stuchy aim to discover how far does the tmplementation
and implication of Village Administration autharities, specialy anthorities that come from local village
admindstration rights of orten. The Stucdy use gualitative-deseriptive approacl. Main stuch locus 5 on 6
district (desa) and 3 nagart (vmilar to desa) that purposively chosen and Tocated in three regencles in three
prowvinces. Thiv study eonglude that the regulation of Villoge Authorities as siated o The Villoge, Rural Area
Development and Transmigration Minister Decree [, 2005 hasn't reach and/or implemented in the Village
fevel Currently, theve's still perception differences in interpreting the Tllage Autharities, and alse dispite
between Regencies and Village Awthorities and bevween Villdge and private sectars autharitivs, It &shighfy
recommended o revies: the Vitloge Authorities resulations and to intensively sacialize the vegulation 1o the
village officials throngh village stakeholders and yocieties pariciparion

Keywords! implementation, policr: anthorin, villuges

PENDAHULUAN

Kajian ini dilakukan dalam rangka
mengevaluasi kebijakan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi
{Permen DPDTT) Nomor | Tahun 2015 Tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Tahapan
awalnya dilakukan melalw identifikast jenis-jenis
kewenangan desa berdasarkan hok asal usul dan

kewenangan lokal berskala desa. Kajian ini
diupayakan menjadi referensi dalam perumusan
peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) tentang
kewenangan desa, karena sampai saat ini Permendagn
tentang kewenangan desa belum terwujud
schuguimana amanat Peraturan Pemerintah(PP)
Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
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Tahun 2014 Tentang Desa.

Evaluasi terhadap keberadaan Permen DPDTT
Nomor 1 Tahun 2015 dilakukan seiring banyaknya
keluhan Kepala Desa dalam implementasinya.
Seringkali terjadi multi tafsir dalam memaknai
kewenangan desa berdasarkan Undimg-Undang (UL)
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maupun PP
Nomor 43 Tahun 2014 sebagai peraturan
pelaksanaannya. Persoalan menjadi bertambah karena
para kepala desa berharap dan menunggu Permendagn
yang mengatur fentang kewenangan desa nmamun
hingga penelitian ini dilakukan belum kunjung
ditetapkan. Di sisi lain, Kementerian DPDTT lebih
dulu menetapkan dan mengundangkan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor | Tahun 2015 Tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Perbedaan multi tafsir terhadap Peraturan
Pemerintah 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang
Desa didasari dengan adanya Peraturan Presiden 11
tahun 20135 Tentang Tugas Pokok Kementerian Dalam
Negeri menitik beratkan pada sektor Pemerintahan
desa sedangkan Peraturan Presiden 12 Tahun 2015
Tentang Tugas Pokok Kementerian Desa,
Pembangunan daersh Tertinggal dan Transmigrasi
menitik beratkan pada sektor pembangunan dan
kemasyvarakatan, dalam pelaksanaannya terjadi
perbedaan penafsirkan dalam menterjemahkan aturan
tersebut, hal im dapat terjadi dalam terhadap
perbedaan penafsiran dalam pelaksaan pada tingkat
bawah atau desa. Perbedaan penafsiran dalam
menerjemahkan kebijakan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Duesa dan Peraturan Pemerintah
43° Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu
dalam Pasal 34 pada kalimat “ketentuan lebih lanjut
mengendii penetapan kewenangan desa diatur dengan
peraturan menteri”. Makna dari kalimat tersebut dapat
diartikan bahwa yang membuat dan menindaklanjuti
dari kedua kementerian, baik it Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigras:
maupun Kementerian Dalam Negeri, sebab,
pemahamannya adalah yang menangani desa saat ini
ada pada 2 (dua) kementerian

Terjadi perbedaan penafsiran dalam menter-
jemahkan, yaitu pada kalimat “penetapan kewenangan
desa diatur dengan peraturan menteri”, hal ini cukup
beralasan karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Dess (UL Desa) yang diundangkan pada
tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 ini diundangkan pada tanggal 3
Juni 2014 sebelum pengumuman terbentuknya
susunan Kabinet Presiden Joko Widedo pada han
Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sebagaimana
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diberitakan oleh media masa solopos.com,
dinndaklanjuti dengan Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan
Fungsi Kabinet Kerja, tanggal 27 Oktober 2014, Jika
kita mencermati tanggal urutan penetapan LU desa
dan PP Nomor 43 Tahun 2014, maka dapat
diperkirakan bahwa Undang-Undang Desa dan PP
Nomor 43 Talhun 2014 it ada sebelum lersusunnya
Kahinet Kerja. sejatinya maksud dari amanat tersebut
sesungeuhnya pada 1 (satu) kementerian saja, vaitu
Kementerian Dalam Negeri yang menangani hal ihwal
pemerintahan desa, Namun kehendak berkata lain,
Pemerintah dengan susunan kabinet Jokowi terdapat 2
{dua) kementerian yang menangam desa, yaitu
Kementerian Dalam Negeri dengan Direktorat
Jendernl Bina Pemerintahan Desa (Ditjen BPD) dan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi, dan pengisian personil pada
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi (DPDTT) merupakan sebagian dari
personil Direktorat Jenderal Pemberdayaan
Masvarakat dan Pemenntahan Desa (PMD)
Kementerian Dalam Negeri. Melalwi  keberadaan
sumber daya manusia (SDM) aparatur yang dimiliki
itulah terlihat Kementerian DPDTT lebih dulu dalam
menyiapkan regulasi dan tindak lanjut dari Undang-
Undang Desa dan PP Nomeor 43 Tahun 2014, karena
perbedaan penafsiran itu Kementerian DPDTT terlihat
ingin mendahului Kementerian Dalam Negen (siapa
cepat dia dapat).

Atas terjadinya perbedsan penafsiran tersebut,
maka munculah Peraturan Menteri Desa. Pemba-
nzunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor |
Tahun 2015 Tenmtang Pedoman Kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskald desa, yang mengatur tentang jenis dan Kriteria
Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskals desa.  Permendes ini
sebugai petunjuk teknis yang mengatur tentang jenis-
jenis kewenangan, kriteria kewenangan, dan tahap dan
tata cara kewenangan, serta kewenangan pungutan
desa dan larangannnya dan penetapan kewenangan
tesa.

Setelah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmugrasi Nomor | Tahun
20013 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
diundangkan pada tanggal 30 Januan 2013, pada
tahun yang sama tepatnya pada tanggal 30 Jum 2015
diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Nomor 6 Tahun 2014, vang member jawaban atus
perbedaan penafsiran tersebut pada pasal 39 secara
jelns bahwa yang menetapkan jenis kewenangan desa
dibuat oleh Kementerian Dalam Neger, sebagaimana



pasal tersebut berbunyi “ketentuun lebih lanjut
mengendi peénetapan kewenangan diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negen”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka sesung-
guhnya vang berwenang dalam menetapankan aturan
ienis kewenangan adalah Kementerisn Dalam Negeri.
Namun hingea saat ini peraturan menteri untuk
menetapkan jenis kewenangan desa masih dalam
proses pembahasan, sedangkan peraturan menter
dalam negeri yang mengatur tentang jenis kewenangan
yang merupakan mutlak menjadi urusan desa. Pada
tingkat pelaksanaan di lapangan masih sering terjadi
tartk menarik antara melepas dan tidak kewenangan
kepada desa. sehingga permendagri tersebut ditunggu
oleh daerah sebagail pedoman dalam menyusun dan
menetapkan jenis kewenangan yvang menjadi urosan di
desa.

Berdasarkan amanat Peraturan  Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan
Pemermtah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Nemor 6 Tahun 2014 itu merupakan amanat
vang diperumtukan bagi Kementerian Dalam Negeri
secara tegas dan jelas, untuk ity maka penyelenggaraan
urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam
negeri dapat segera menetapkan jemis kewenangan
desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan
lokal, Peraturan Menteri Dalam Negeri inilah yang
nantinya menjadi acuan bagi daerah dalasm membuat
rumusan aturan di daerahnya terkait dengan
kewenangan desa.

Oleh karena ituksiitan ini menjadi penting untuk
dilakukan sebagai masukan dalam menyusun
peraturan menteri dalam negeri terkait  dengan
kewenangan desa. Kajian ini menjadi harapan besar
bagi masyarakat, khususnva para kepala desa dan
pemerintah daerah dalam menentukan kewenangan
desa vang menjadi urusan desa  dan memjadi urusan
SKPD Kabupaten.

Sebagaimana halnya dengan kewenangan
setempat atau local, dengan mengacu kepada Pasal |
Angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor | Tahun
2015 entang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
dinyatakan bahwa kewensngan desa adalah
kewenangan vang dimiliki desa melipuni kewenangan
dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyvarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat
desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan adat istiadat desa.

Secara spesifik, regulasi tersebut hanya
mengatur 2 (dua) jenis kewenangan, yakni: 1)
kewenangan berdasarkan hak asal usul;, dan 2)
kewenangan lokal berskala dess. Kewenangan

Implementasi Kewenangan Desa: Dinamika; Masaiah, dan Solusi Kbijakan
(Gunawen)

berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan
warisan yang masith hidup dan prakarsa desa atau
prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkem-
bangan kehidupan masyarakat. Adapun kewenangan
lokal berskala desa adalah kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa
vang telah dijalankan oleh desa atay mampu dan
efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena
perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa,

Mengacu pada Pasal | Angka 6 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan dinvatakan bahwa kewenangan
pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan
adalah kekuasaan Badan dan‘atau Pejabat Pemerin-
tahan atau penyelenggara negara laimnya untuk
bertindak dalam ranah hukum publik. Pertanyaannya,
apakah kewenangan desa yang dilakukan oleh
Pemenntah Desa juga mengacu kepada regulas
tersebut? Sejauhmana manfaat keberadaan kewe-
nangan desa dan bagaimana pula implikas: vang
diprediksi akan timbul terkait implementasi
kewenangan vang diatur oleh 2 (dua) undang-undang.

Kewenangan desa yang sesuai dengan situasi,
koendisi, dan kebutuhan menurut Undang-Undang 6
Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 18 kewenangan
desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa. pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa. dan pemberdayaan
masyarakat desa berdasarkan prakarsa masvarakai,
hak asal usul, dan adat istiadat Desa, dan dalam Pasal
1% Kewenangan Desa meliputic a) kewenangan
berdasarkan hak asal wsul: b) kewenangan lokal
berskala desa: ¢) kewenangan yang ditugaskan oleh
pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau
pemerintah daesrah kabupaten‘kota; dan d) kewe-
nangan lain yahg ditugaskan oleh Pemerintah
kab/kota, Pemerintah Daerah Provinsi, atau
pemerintah, pada huruf a dan b diatur din diurus oleh
desa.

Kewenangan desa lainnya yang menjadi fokus
dalam kajian ini adalah kewenangan lokal berskala
desa. Kewenangan ini adalah kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa
vang telsh dijalanksn oleh desa atau mampu dan
efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena
perkembangan desa dan prakarss masvarakat desa.
Kewenangan lokal berskala desa meliputi; 1)
pengelolaan tambatan perahu; 2) pengelolaan pasar
desa; 3) pengelolaan tempat pemandian umum; 4)
pengelolaan juringan jrigasi; 5) pengelolaan
lingkungan permukiman masyarakat desa; 6)
pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos
pelayanan terpadu; 7) pengembangan dan pembinuan
sanggar seni dan belajar: 8} pengelolaan perpustakaan
desa dan taman bacaan; 9) pengelolaan embung desa;
10} pengelolaan air minum berskala desa: dan 11)
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pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah
pertanian,

Dalam implementasi kewenangan desa terdapat
banvak hal yang bersifat kontradikuif. Sekalipun dalam
Pasal 19 Undang-Undang tentang Desa telah
menetapkan bahwa yang mengurus dan mengatur
pasar desa sebagaimana amanat Undang-Undang
tentang Desa dalam pengelolgannya diserahkan desa.
namun dalam implementasinya pemerintah
kabupaten/kota dan bahkan pemerintah provinsi
belum berkenan melepaskan kewenangannya. Dalum
konteks mi, pemerintah kabupaten/kota beranggapan
bahwa jika urusan tersebut diserahkan kepada desa,
maka dikhawatirkan pendapatan kabupaten/kota akan
menurun. Penyerahan pasar desa selain amanat
Undang-Undang Desa juga diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negen (Permendagn) Nomor 30
Tahun 2006 Tentang Penverahan Urusan Peme-
rintalan Kabupaten/Kota Kepadas Desa. Secara
khusus, dalam Pasal 2 Permendagri tersebut
dinyatakan terdapat 31 Jenis uwrusan pemerintahan
yang mestinya disershkan ke desa. Keterkaitan
kewenangan pengelolaan pasar desa dengan 31 jenis
urusan didesa antara lain dengan bidang penataan
ruang karena vang mengetahui betul wilayahnya
adalah pemerintah desa.

Bidang lainnya adalah pada bidang perin-
dustrian dan perdagangan, sebagaimana diketahui
didalam pasar pasti terjadi perdagangan. yaitu
transaksi jual beli produk barang atau jusa, setiap
perdagangan akan terkait pula dengan koperasi, usaha
kecil, dan menengah atau KUKM. Hal ini pun menjadi
semakin menarik karena di dalam pasar tenadi proses
penanaman maodal, dimana hal i sekaligus
memberdayakan masyarakat desa. Pada akhirnya,
seluruh aktivitas tersebut akan berimplikasi terhadap
peningkatan pendoapatan perkapita penduduk desa,
semakin meningkatkan pendapatan asli desa (PADes),
dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan desa.

Selain kewenangan pengelolaan pasar yang
tidak atau belum disernhkan dari pemerintah
kabupaten/'kota kepada pemerintah desa, juga akan
berdampak pada pemasukan daerah sebagai sumber
pendapatan daerah, jika dalam pengelolaan pasar saja
tidak diserahkan kepada desn bukan ndak mungkin
masih ada lagl urusan-urusan yang mestinva menjadi
urusan desa akun tetapi belum atau tidak diserahkan
oleh kabupaten'kota kepada desa. Selain pengelolaan
kewenangan pasar belum diserahkan ke desa masih
terdapat urusan-urusan lain yung belum diserahkan
dart kabupaten ke desa dengan berbagai pertim-
bangan.

Berdasarkan latar belakang  tersebut  maka
tujuan kajian inl untuk mengetabui sampal sejauh
mana aparatur daerah dar tingkat provinsi sumpal
kepada aparatur desa terhadap Peraturan. Menteri

MK

Desa, Pembangunan Daerah Tertiggal dan
Transmigrasi Nomor | Tahun 2015 Tentang Pedoman
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal
Berskala Desa (permendes). Selain itu juga tujuan
kajian ini untuk mengidentifikasi jenis-jenis
kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa yang sudah diatur dan
di urus oleh Pemerimtah desa.

Permasalahan di lapangan menjadi menarik
untuk diteliti karena hingga saat im masih terdapat
perbedaan penafsiran terhadap penetapan kewenangan
desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskala desa. Secara administratif praktis, kondisi ini
menimbulkan multitafsir antar pejabat pemerintahan
vang berkompeten mengelola pemenntahan desa
dengan para kepala desa,

Selain itu, terjadi pula sengketa antara
kewenangan desa dan kewenangan kabupaten dalam
penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala desa. Begitu pula
dalam implementasi kewenangan desa. Bila situasi int
diabaikan, maka diprediksi akan terjadi penyalah-

mmaan kewenangan, kemelut internal, dan bahkan

konflik di masyarakat,

Memerhatikan situasi tersebut, kajian ini
dilakukan untuk mengevaluasi dan menelaah terhadap
implementasi Peraturan Menten1 Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor | Tahun
2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Dalam konteks ini, akan dilakukan identifikasi.
inventarisasi, dan pemetadn jenis-jenis kewenangan,
terutama kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa yang menjadi
kewenangan mutlak pemenntah desa dan berupaya
memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan
regulasi/kebijakan yang mengawur tata kelola
kewenungan dissa.

Kewenangan merupakan amanat dalam bentuk
penugasan vang harus dilaksanakan, dapat juga
diartikan sebagai kekunsaan, pengertian kewenangan
adaluh hak seseorang pejabat untuk mengambil
tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung
jawabnya dapat dilaksanaken dengan baik. dapat juga
diartikan bahwa kekuasaan atau hak vang diperoleh
berdasarkan pelimpahan ateu pemberian.  serta
kekuasagn untuk mempertimbangkan atau menilai
melakukan tindakan atau memerintah secara sah,
dengan kewenangan tersehut seseorang atau lembaga
dapat mengambil keputusan secara sah.

Atas dasar teori yang ada maka wewenang itu
tidak lepas darl kekuasaan dan hak., wewenang
merupakan langkah awal atau modal dalam metukukan
tindakan, dan didalamnya mengandung kekuasaan dan
hak untuk mengatur baik kekuasaan itu diperoleh dan
perintah undang-undang. delegasi maupun



pelimpahan, tanpa kewenangan seseorang atau
organisasi tidak dapat berbuat banyak. Dengan
kewenangan imlah secara tidak langsung akan ditkut
dengan anggaran dalam mengelola kewenangan
tersebut,

Selam teor yvang digunskan sebugai referensi
untuk mendukung Kajian ini, terdapat beberapa jurnal
dari media elektronik. Teori dan analisis dari beberapa
jurnal yang diutamakan adalah hasil penelition dari
institusi yang terkait dengan kewenangan di desa
Sebagai contoh: efektivitas awig-awig dalam
pengaturan kehidupan masyarakat nelayan di Pantai
Kedonganan Bali.Tujuan penelitian ini untuk
menganalisis dalam menstopkan efektivitas awig-
awig pengaturan  kehidupan masyarakat nelayan,
awig-awig merupakan pranata sesial di Bali dan suatu
peraturan yang dijalankan.

Awig-awig dibentuk oleh penduduk lokul
sehagal pedoman untuk berperilaku dalam interaksi
social, awig-awig merupakan sekumpulan aturan,
tertulis atau tidak tertulis berlandaskan filosofi Hindu
Tri Hita Karana,

Penelitian yvang dilakukan Tyas Widyastini dan
Arva Hadi Dharmawan  dalam  Jurnal  Sosiologi
Pedesaan April 2013, penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tentang pengetahuan, pemahaman, dan
implementasi nelavan terhadap awig-awig yang
mengatur kehidupan masyarakat nelayan, hasil
penelitian ini adalah efekuvitas awig-awig dapat
diketahui dari jumlah pelanggaran aturan. saksi vang
tegas, sosmalisasi yang intensif, petugas vang
melakukan kontrol, dan pénghargaan  terhadap
nelayan.

Penelitian vang di lakukan oleh Tvas Widvastini
dan Arya Hadi Dharmawan berbeda dengan penelitian
yang penulis lakukan, " walaupun ada beberapa
kemiripan yang menyoroti pada awig-awig, namun
penulis hanya memfokuskan pada peran besar awig-
awig yang membatast proses pelaksanasn kehidupan
di desa.

Jumal Sofi Nur Anyvati dan  Sofvan Sjaf]
Sodality tentang efektivitas kelembagaan desa dalam
praktik demokrasi di Desa Kelangdepok, Pemalang,
Jawa Tengah, efektivitas kelembagaan desa dalam
praktik pemilihan kepala daerah dipengaruhi oleh
empat faktor vaitu  faktor kelembagaan, faktor
anggota kelembagaan, faktor sarana fasilitas
pendukung, dan faktor sosil masyarakat. Faktor
angueota kelembagaan mempunyal pengarub paling
signifikan terhadap tingkat efektivitas, hasil
penelitian, anggota mformal diperkirnkan memjadi
lebih dilibatkan lagi dan anggota formal kineganyva
lebih diting katkan,

Penelitian yang dilakukan Sofi Nur Arivati dan
Sofvan Sjaf penekanan padz ke empar fakior vang
mempengaruhi proses penulihan kepala daerah,

fmpiemeniasi Kewenangan Dasa: Dinamika, Masalah, dan Sohesi Kabipken
[Gurawan)

namun yang membedakan penelitian ini adalah
penckanannva pada pelaksanaan kewenangan kepala
desa setelah dilakukan pemilihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatun
kualitatif dengan analisis deskriptif. Sebagaimana
pendapat  Masvhuri dan Zainudin, 2008 bahwa
penelitian kualitatif adalah sebuah proses inguiri yang
menyelidiki masalah-masalah sosial dan kemanusiaan
dengan tradisi metodologi yang berbeda. Dinyatakan
pula bahwa peneliti membangun sebuah gambaran
vang kompleks dan holistik. menganalisa kata-kata,
melaporkan pandangan atau opim para mforman, dan
keseluruhan studi berlangsung dalam latar situasi
alamiah wajar (ratural setting).

Pemilihan lokast berorientasi pada desa-desa
yang masih memiliki nilai-nilal adat tradisioml dan
adat yang kental dengan ciri-cin yang didasarkan pada
:1) pengelolaan dan kepemilikan atas tanah adat; 2)
sengketa tangh; 3) hak-hak atas tanah; 4) hubungan
interaksi sosial, §) penegakan hukum adat; 6)
penyelesaian sengketa adat; dan 7) kelembagaan adat.
Loeus penelitian dipilih secara purposif di 6 (enam)
desa dan 3 (tiga) nugart pads 3 (tiga) kabupaten di 3
{tiga) provinsi, vikni: Kabupaten Padang Pariaman di
Sumatera Barat, Kabupaten Gianvar di Bali, dan
Kabupaten Lombok Tengah di Nusa Tenggara Barat
(NTB). Keenam desa tersebut adalah: 1) Desa
Serongga; 2) Desa Batu Bulan; 3) Desa Blahbatuh; 4)
Desa Bedudu: 5) Bunut Baok; dan 6) Desa Mertak
Tombo, Selain i, tiga nagan yang dipilih adalah: 1)
Nagari Pekandangan; 2) Nagari Parit Melintang; dan
3} Nagari Toboh Ketek.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi,
wawancara, studi kepustakasn, dan penelusuran
internet, Informan dalam studi i adalah representasi
para pemangku kepentingan di desa. vakni: kepala
desa/wali nagari, ketua‘anggota badan permusya-
waratan desa (BPD), pejabat pemerintahan daerah
vang berkompeten di bidang pemerintahan desa, tokoh
adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

HASILDAN PEMBAHASAN

Tata kelola kebijakan kewenangan desa
mengalami dinamika yang sangat pesat. Sekalipun
menimbulkan sejumlah permasalahan di lapangan,
namun keberadaan kewenangan desa telah
memberikan penguatan kepada perangkat desa dan
masyarakat desa. Beberapa hal menarik  yang
ditemukan selama melakukan penelitian dianalisis dan
dibahas untuk mendapatkan solusinya. Pembahasan
dilukukan secara komprehensif terhadap dinamika
penyelenggaraan kewenangan desa, problematika dan
kendala vang timbul. dan solusi kebijakan yang
diperlukan. terutama di lokast kajian.vakni: Provinsi
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MNusa Tenggura Barat (N'TB), Bali. dan Sumatera Barat.

Dinamika Kewenangan Desa

Beberapa hal penting vang pertu diketahui dari
berbagar informasi adalab pengetahuan  informan
tentang Undang-Undang Desa adalah suatu peraturan
vang dibuat olech Pemerintah bersama DPR wvang
mengatur tentang kewenangan desa dan berdampak
positif terhadap pemerintahan desa (masyarakat desa)
serta dengan adanya Undang-Undang 6 Tahun 2015
Tentang Desa, maka desa mendapat perhatian yang
sérius dari pemerintah, selanjutnya penpetahuan
tentang wewenang adalah kekuasaan, wewenang juga
adanya pemberian hak dan kekuasaan dalam
menentukan kebijakan, selanjutnya dengan wewenang
desaadalah kekuasaaan desa dalam mengatur dan
mengurus desa, dan wewenang desa adalah suatu
pemerintahan desa vang memiliki hak dan kekuasaan
dalam mengatur dirinva berdasarkan potensi dan asal
usul desa tersebut,

Kemudian pengetahuan informan yang
berkaitan dengan wewenang asal usul adalah yang
merupakan warisan yang dibentuk oleh masyarakat
desa itu sendirt sesusl dengan adat atau tradisi
masvarakat setempat vang ditingealkan para lelubur
Berupa adat isitindat serta kebinsanaan kebiasanaun
masyarakat menjadi penentu arah kebijukan vang
kemudian menjadi sehuah pervturan yang sejati vang
dimiliki oleh desa dan bukan pemberian dari
pemerintah pusat. Selunjutnya pengetahuan tentang
wewenang lokal berskala desa adalah wewenang yang
sifainya hanya mengatur persoalan tertentu yang
hanya sudah menjadi kebinsaan masyarakat desa
tersebut, Selanjutnya adalah kewenangan desa dalam
turut serta membangun desanya dan mengatur
kepentingan masyarakat desa dan® mengurus
kepentingan dari masyarakat itu sendiri.

Wewenang yang ada telah dilaksanakan oleh
desa informan menjawab sejak desa ada dan juga sejuk
Juman renek moyang kita dun ada juga vang menjawab
sejak tahun 2013, kemudian apakah mampu
dilaksanakan sebagian menjawab sudah cukup
makstmal namun masih terbentur dengan peraturan
daerah maupun peraturan provinsi, dan perda’/perbup
belum dibuat payung hukum Kewenangan desa.
Tentang wewenang ini juga diperoleh pemahaman dan
pengetahuan mforman tentang wewenang pada
umurnya adalah seputar wewenang yang dikemas
menurut penulis yang mendekati kepada defenisi yang
diperoleh dari beberapa pakar maupun dan peraturan
perundang undangan, adalah sebagai berikut

Wewenang adalah kekuasaan, wewenang juga
adanya pemberinn hak dan  kekuasaan  dalam
menentukan kehijakan, dan kekuasaan untuk
mengatur yang di amanatkan peraturan perundang-
undangan, berisi tugas dan pokok desa, dan sekaligus
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menjadi dasar kepala desa di dalammemimpin desa,
bukan lagi menjadi objek pambangunan justru menjadi
subjek pembangunan, adanya pelimpahan kekuasan
dari pimpinan kepada bawahan dalam bentuk hak
disertai dengan rasa tanggungjawab untuk mengelola
dan mengurus.

Wewenang desa adalah kekuasaaan desa dalam
mengatur dan mengurus desa, dan selanjuinya
wewenang desa adalah suatu pemerintahan desa vang
memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dirinya
berdasarkan potensi dan asal usul desa tersebut,
kekuasaan mengatur desa yang telah di amanatkan
aleh peraturan perundang-undangan yang ada, berisi
tugas pokok. fungsinya untuk mengatur dan mengurus
desanya kondisi berdasarkan peraturanyang ada. desa
mempunyal hak otonomi desa dan diberikan
kewenungan untuk mengatur dan mengunis rumah
tangganyva sendiri, adanya pelimpahan kekuasaan dan
pemerintah pusat'provinsi/kabupaten kepada desa/
nagari dalam mengator dian mengurus desa/nagar
sesual dengan tugas pokoknya dan berlaku pada
hingkup desa’nagarinya saja “lain lubuk lain ikannya,
lain padang lam belalang™.

Wewenang desa berdasarkan asal usul adalah
kekuasagn mengatur vang di berikan  peraturan
perundangan sesuai dengan kondisi dan sejarah data
vang sudah dilaksanakan secara turun-menurun
merupakan  warisan yang masih hidup berkaitan
dengan adat istiadat, dengan demikian desa dapat
mengindentifikasi, menginvertarisasi potensi desa,
ketika dia ingin mengembangkan tentu mengacu
kepada asal-usul desa sehinggza muaranya muncul one
village. one prodhct. Sebagai identitas desa, kekuasaan
untuk mengatur dan mengurus kearifon lokal
“mimangkaban” yung telah ada secara turon temurun
atau terduhulu telah ada menjadi adat tradisional, dan
menjadi aturan baik tertulis mapun tidak tertulis,
dalam bentuk kebiasaan kearifan lokal.

Wewenang desa berdusarkan lokal berskala
desa yaitu wewenang yang sifatnya hanya mengatur
persoalan tertentu vang hanya sudah menjadi
kebiasaan masyarakat desa tersebut selanjutnya adalah
kewenangan desa dalam turut serta membangun
desanya dan mengatur kepentingan masyarakat desa
dan mengurus kepentingan dart masyarakat it sendin,
keleluasasn mengatur dan mengurus kepentingdn
masvarakat desa dun telah dijalankan secara efektif
yang di berikan pergturan perundangan kepada desa
vang disesuaikan dengan potensi vang dimiliki oleh
desa tersebut berdasarkan prakarsa masvarakat,
kekuasaan vang mengatur tentang kepentingan
desa/nagari atas dasar prakarsa desa pada lingkup desa
i sendini untuk kepentingan masyarakat desa/nagari.

Pengetahuan tentang Permen DPDTT Nomor |
Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa



Lokal Berskala Desa sebagian besar pada kalangan
Pemerintahan telah mengetahuinya, namun dalam
peluksanaannya sering menimbulkan multi  tafsir
seperti khususnya Pasal 22, dimana desa dilarang
memungut jasa surat pengantar, surat rekomendasi,
strat keterangan, sedangkan dan pengurusan surat it
desa mendapat sumber penghasilan, ada juga yang
berpendapat lain bahwa belum sepenuhnya
pemerintah desa diberikan wewenang dalam
menentukan kebijakan sesuai dengan adat atau tradisi
di masing-masing desa. adanva tumpang tindih antara
hukum adat yang disini dituangkan dalam perdes
dengan peraturan daerah (perbup), masih lemah atau
tidak ada payung hukum yang menangani hukum adat
tersebut.

Selanjutnya terdapat kewenangan lain yang
dibutuhkan pada bidang pemerintahan desa, yait
kewenangan vyang bersifat lebih komprehensif
termasuk dalam bidang hukum dan sosial, bidang
pembangunan desa, yaitu pembangunan yang bersifat
menyeluruh baik sumber daya manusia (SDM) dan
sumber daya alam (SDA) karena merupakan hal yang
berjulan bersama-sama, kemudian adanya penjelasan
kriteria pekerjaan fisik yang harus didanai oleh
desa bidang pelayanan dasar kepada masyarakat, yain
pelayanan yang didasarkan pada asal usulbidang
prasarana dan sarana masih banyak sarana dan
prasarana yang belum layak. vang masih membu-
tuhkan dana. bidang pengembangan ¢konomi local
masih  membutuhkan dana simpan pinjum  dana
bergulir. bidang kemasyarakatan desa tidak menjawab.

Dalam upaya mendukung kewenangan desa,
terdapat beberapa teori yang dijadikan rujukan untuk
mempermudah dan  mempertajam  analisis  dalam
kajian ini, antara lain beberapa defenisi tentang
kewenangan i, menurut H.D. Stoud kewenangan
adalah: Bevoegheid wet kan worden omscrevenals het
gehteel van  bestuyrechtielifke  bevoegdheden  door
publiekrechtelijke rechissubjecten in het
bestunrechttelifke  rechtsverkeer {(Wewenang dapat
dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang
berkenaan dengan perolehan dan penggunaan
wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik
dalam hukum publik),

Hal ini senada dengan studi Rokhim (2013)
bahwa terkait dengan kewenangan, patut diketahui
pula sumber dan cara memperoleh wewenang orzan
pemenntahan, karena berkenaan dengan pertanggung-
Jawaban hukum (rechrelifke veranwoording) dalam
pengeunaan wewenang, sejalan dengan salah satu
prinsip dalam negara hukum “tidak ada kewenangan
tanpa pertanggungjawsban” (geen bevoegdheid
zonder veran-woordelijkheid atau there is no authorin
without responsibiliny), Artinya, di dalam  setiap
pemberian kewenangun kepada pejabat pemerintahan
tertentu tersirat pentanggungjawaban dari pejabat vang

Irreplamanias) Kewenangan Desa Dinamika, Masalah, gan Solus| Kebijakan
{Zanawan)

bersangkutan.

Berikut diperkuat oleh Lukman Hakim dalam
jumalnya berjudul Kewenangan Organ Negara Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan, yang menyimpulkan
buhwa dalam menyelenggarkan roda pemerintahan
“kekuasaan™ dan “wewenang” adalah dianggap
penting. Palam ilmu hukum tata negara dan hukum
administrasi istilah “kekuasaan™ dan “wewenang”
terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemenntahan.

Untuk menentukan seseorang atau suatu badan
sebagai pejabat yang mengikat administrasi, tidak
ditentukan semata-mata dari kedudukan dalam
struktur pemerintaban.  Sedangkan pengundangan
asas-asas legalitas itu tidak hanya dalam tindakan
pemerintah vang bersifat eingriffverwaltung, tetapi
mencakup Juga pada vang bersifat leivtungs
verwaltung. karena bagaimanapun tindakan
eingriffverwaltung mungkin dalam keadaan tertentu
dapat juga dirasakan tidak adil oleh pihak lain,
misalnya melanggar asas persamaan perlakuan dari
asas-asas umum penyelenggaraan pemernntahan vang
layak.

Sehingga antara kewenangan dan kekuasaan
merupakan hal yang berbeda namun saling berkaitan
erat, menurut hemat penulis terdapat tiga pilar yang
saling berkaitan erat vaitu “kewenangan”, “kekua-
sann” dan “kebijakan”, ketiga pilar tersebut saling
memperkuat dan saling berpengarub satu sama
lainnya. Kebijukan merupakan produk atau hasil dari
kekuasaan, atau bisa juga disebut kekuasaan
menghasilkan suatu kebijakan dengan  kebijakan
tersebut memiliki kewenangan.

Berikut tanggapan informan terkait dengan
bidang-bidang tersebut mengapa wewenang tersebut
masih dibutuhkan karena sebenarnva yang paling tuhu
kebutuhan dasar masyarakatnya adalah perangkat
desa/masyarmkat desa itn sendiri, bukan presiden atau
menleri dan masyarakat mempunyai banyak usulan,
kalau tidak ada wewenang tidak mungkin kita dapat
menjawabnya, dan bila diberi kewewenangan harus
disertai dengan pembiayaan, kami pasti mampu
melaksanakan dan Insya Alloh masyarakat desa sudah
paham dan masyarakat desa sudah memiliki
pendidikan vang relatil” lebih tinggi. Kewenangan
tersebut selama ini juga sudah dilaksanakan pada
mstansi lain yang memiliki wewenang dan anggaran
yvang cukup besar sementara desa belum, untuk
mendapatkan kewenangan tersebut desa berusaha
menyampaikan persoalan ini ke pihak-pihak terkait
terutama ke DPR dan pemerintah pusat.

Perbedaan persepsi terhadap penerapan PP
Nomor 43 Tahun 2014 yang dilakukan Kementerian
Desa. Pembangunan Daerah Tertingal, dan
Transmigrasi dalam Pusal 39 dimaknai dengan multi
tafsir, karena pada pasal tersebut hanva disebutkan
penetapan jenis kewenangan desa akan diatur oleh
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peraturan menteri. Namun pada PP Nomor 47 Tahun
2015 dengan jelas disebutkan bahwa yang menetapkan
jenis kewenangan desa dibuat oleh Kementerian
Dalam Neger, sebagaimana pasal tersebut berbunyi
“Lketentuan  febih lanjut mengena penetapan
kewenangan diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenDgarakan urusan pemerintahan di bidang
Pemenntahan dalam negeri”.Karena Kementerian
Dalam Negeri tidak dapat mencabut atau membatalkan
peraturan yang setingkat kementerian, ada baiknya
Kementerian Desa Pembangunan Dagrah Tertinggal
dari Transmigrasi untuk mencabut atau membatalkan
Permendes Nomer 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa. Walaupun sebagain
besar tnforman di Provinsi Bali telah mengetahui,
namun isi yang terkandung dalam Kewenangan-
kewenangan vang ada belum dapat dimengerti dan
dipahami.

Selama kementertan Dalam Negeri  belum
mengeluarkan aturan peraturan menteri dalam neger
tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa, agar tetap mengacu
kepada Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2013
Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan
Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa di dalam
aturan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri
Dalam Negen Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata
Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan
Kabupaten/Kota Kepada Desa yang membagi ke
dalam beberapahidang,

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor | Tahun 2015
Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenungan Berdasarkan Lokal Berskala
Desa dikeluarkan sebelum munculnya Peraturan
Pemerintah 47 Tahun 2015. dengan demikian
khususnya masyarakat pada lokasi penehitian
Kabupaten Padang Pariaman bahwa vang mengetahui
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Berdasarkan Lokal Berskala
Desa hanya sebagian aparatur saja yung berada di
Kabupaten Padang Pariaman sedangkan pada wilayah
pedesaan belum mengetahui.

Sosialisasi terhadap Perawran Menteri Desa
Pembungunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomaor | Tahun 20135 Tentang Pedomun Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Berdasarkan Lokal Berskala Desa untuk di Provinsi
Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Padang
Pariaman pada umumnya sudah mengetahui Permen
tersebut. namun pelaksansan dan implementusinya
dan isi yang terkandung didalamnya tidak diketahuw
secarn jelias. Masyarakat pedesaan lebth mengenal
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Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015
Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana-Desa
Tahun 2015.

Menyikapi fenomena pada ketiga lokasi kajian,
pada dasarmya masyarakat wilayah pedesaan sudah
tnhu adanya Permendes Nomor 1 Tahun 2015 namun
implementasi dan implikasi dari Perimendes tersebut
belum dirasakan manfaatnya. Terkait dengan
Permendes | Tahun 2015 sebagai penjabaran dari
Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 Khususnya pada
Pasal 39 jelas disebut bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenal penetapan kewenangan desa diatur dengan
Peraturan Menteri. tidak lama kemudian muncul
Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 ditegaskan
kembali pada pasal vang sama vaitu 39 secara jelas
diubah menjadi ketentuan lebih lanjut mengenai
penctupan  kewenangan  diatur dengan peraturan
mentert yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan
di bidang Pemerintahan dalam negeri.Maksud dari
Pasal 39 tersebut, menjadi sebuah pertanyaan besar
apukah kementerian desa pembangunan  daerah
tertinggal dan transmigrast menyelenggarakan urusan
Pemerintahan di bidang Pemerintahan dalam negeri.
jika itu jawabanmyva adalah benar maka secars hukum
Permendes | Tahun 2015 Tentang Pedoman
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa tetap ada dan
menjadi produk hukum di Indonesia. Namun
sebaliknya jiks Kementerian Desa Pembuangunan
Daerah Tertinggal tidak menyelenggarakan urusan
Pemermiahan di bidang Pemerintahan dalam negen,
dan hanya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negen
maka secara hukum Permen DPDTT Nomor 1 Tahun
2015 disesuaikan,

Evaluasi Permen DPDTT Nomor | Tahun 2015
Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Badan Pemberdavaan Masyarakat Desa (BFMD)
Provinsi di 3 (tiga) Provinsi, yakni: Sumatera Barat,
Bali, NTB. Ada sosialisasi, pada tingkat provinsi
Permasalahan: Pemahaman tentang substansi (materi
pokok) Peraturan Menteri DPDTT masih kurang
Implikasi: Tidak dapat menjelaskan isi permendes
kepada aparat dibawahnya dan masyarakat, faktor
penvebab: Kurang mendalam Sosialisasi tentang
Permen DPDTT Nomor | Tahun 2015, sedangkan
pada Bapermas Kabupaten (Kabupaten Padang
Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten
Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Kabupaten Gianyar Provinsi Bali) telah
disosialisasikan, Permasalahan Pemahaman tentang
Permendes masih kurang (Bali dan Sumbar) kecuali
Nusa Tenggara Barat masalahnya Pasal 22 tentang
dilarang memungut layanan jasa administrasi.
sementara terdapat aturan yang membolehkan



memiumgut layanan jasa administrasi, i sisi lain, jika
menilik dalam Peraturan Menteri DPDTT tersebut,
pida Provinsi Sumatera Barat sulit dilaksanaken di
masyarakat, implikasinya akan mengurangi
Pendapatan Ash Desa (PADes) di Sumatera Barat
butuh musyawarah di desa, fakior penyebabnyva
Peraturan Menteri DPDTT  tersebut  bertentangan
dengan aturan lokal.

Ewvaluasi Permen DPDTT Nomor | Tahun 2015
Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
terhadap kepala desa/aparat desa di tiga Provinsi
(Sumatera Barat, Bali, dan NTB) tdak/'belum ada
sostalisast kepada kepala desa‘aparat desa, kecuali
NTB, mengatakan bahwa belum sepenuhnya peme-
rintah desa diberikan wewenang dalam menentukan
kebijakan sesuail dengan adat istiadat'tradisi dan
terjadi multi tafsir antara pemda dan desa serta perlu
ada batasan atau pengertion yang mendalam ketika
bicara hak ssal usul, implikasi tumpang tindih antara
hukum adat dan aturan yang dituangkan dalam perdes
dan perda, adanya dua aturan yang berbeda permendes
dan perda dan perdes. menghambat kegiatan, belum
ada pemahaman tentang hak asal usul, faktor penyebab
tidak ada payung hukum yang menaungi hukum adat
tersebut.

Masalah Kewenanpgan Desa

Secara spesifik, problematika yang digali dalam
implementast kewenangan desa dibatasi hanya pada
kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa. Pembahasan
kewenangan desa dibatasi pada beberapa kewenangan
yang memiliki permasalahan dan sifatnya keusial,
Artinya, penulis hanya membahas pada  seputar
kewenangan desa yang menimbulkan sengketa atau
memicu kendala serta berdampak terhadap aktivitas
Pemenntahan desa. Data/informasi disarikan dari hasil
wawancarn dengan para informan di desa.

Hasil observasi dan pengumpulan data/
informasi tentang problematika kewenangan desa di
lokasi penelitian ditabulasikandan disajikan dalam
Tabel I.

Mencermati Tabel 1, terbukti bahwa kewe-
nangan desa yang mengalami sencketa dengan instansi
lam dapat dilihat pada tabel tersebut. Persengketann
maupun benturan antar desa dengan pemenntah
kabupaten maupun dengan instansi swasta dapat
dipetakan permasalahan Kewenangan berdasarkan hak
asal usul di tiga lokasi (Nusa Tenggara Barat, Buli,
Sumidtera Barat) sehagai berikut: 1) Penataan Sistem
Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat Adat.
Penataan sistem organisasi dan kelembagaan
masyarakat adat di ketiga lokasi pada umumnya sudah
berjalan sebagaimana  mestinya,  bahkan  sebelum
Undang-Undang Desa 6 Tahun 2014, penataan sistem

|mplementasi Kewenangan Desar Dinamiks, Masaah, dan Solus) Ketijakan
[Gunawan)

organisasi dan kelembagaan masyarakat adat telah
dulu ada. Namun keberadaan sistem organisasi dan
kelembagnan adat banyak yang belum terdaftur di
tingkat pusat, menvikapi pernyataan ini jelas memang
Jika system itu tidak bisa didaftarkan baik di pusat
maupun i tngkal daersh. seperti contoh system
perairan persawahan di Provinsi Bali. cara atau
operasional dari pusat air sampai kepada persawahan
masyarakat itu sudsh diatur oleh juru subak/orang
vang dianggap dapat menjadi pengelola dan mengurus
subak. Keinginan dari masyarakat atau informan
adalah Lflemhagmm atay organisasi yang telah ada
turun temurun tersebut dapat didaftarkan schingga
dupat dijadikan atau dianggarkan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga penggunaan
dan belanja untuk keperluan pemeliharaan keber-
langsungan kelembagaan adat dapat berlangsung dan
bertahan tanpa tergerus oleh waktu. Lain lagi
persoalan yang dihadapi organisasi dan kelembagan
masyarakat adat provinsi Sumatera Barat, yaitu para
minik mamak dan pemangku adat dan penghulu adat
banyak yang meninggalkan area atau wilayah adatnya,
hal itu akan menghambat ketika terjadi musyawarah
dian mufakat, hasil keputusan dan musayawarah
tersebut menjadi dangkal dan ndak berkualitas
sehingga kurang dihargai dan dihorman karena para
ninik mamak dan pemangku adat banyak yang tidak
hadir dalam musyawarah terscbut. 2) Pembinaan
Kelembagaan Masyarakat dan Pengembangan
Peran Masyarakat Desa, Kelembagaan masyarakat
dan pengembanpan peran masyarakat desa kurung
menjadi perhatian, hal i disebabkan karena
kurangnya perhatian pemerintah terhadap
kelembagaan dan pengembangan peran masyvarakat
desa, sebagar kelembagaan tidak akan berkembang
tanpa ada yang mengelola, Keberafaan kelembagaan
masyarakat di desa dibarapkan dapat memberikan
manfaat yang besar terhadap pembangunan dan
perkembangan desa, namun hal itu akan menjadi
berbeda jika masyarakat sudah ndak perduli lagi
dengan kelembagaannya, apabila perut yang menjadi
latar belakang pengurus sebagai suatu pilihan,
schingga tudak bersemangat lag dalam mengurus
kelembagaannya, masvarakat lebih baik mencari
nafkah untuk keluarganya dard pada mengurus
kelembagaannya. 3) Pembinaan Lembaga dan
Hukum Adat. Scharusnya lembaga hukum  adat
mendapat pembinaan dari pemerintah, di lokasi kajian
ini keberadaan lembaga dan hukum adat sudah tidak
lagi mendapat perhatian, nyatanya masyarakat dalam
menyelesatkan konfliknya banyak yang langsung
melalui hukum positip melalui sidang pengadilan,
sedangkan dimasa terdahulu banyak persoalan yang
terjadi di masyvarakat diselesaikan melalui adat terlebih
dahulu, dian segalo keputusan yang dihasilkan melalo
adat merupakan final, Namun sekamng inl sangat
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Tabel 1. Persengketaan Jents Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Perspektit Kepala Desa/ Aparat

[3esa Dan Tokoh Adat)

1 Kewenangan Kondisi Terkini Problemia/ Implikasi/ Faktor Solusi yang
Ne. Desa(HakAsal  Berjatan ¢ Kendala Dampak Penyebab Ditawarkan
Usul) Efektif - enan '
L DiProvinsi Bali _
| Pembinaan Pembinasn tidak Ranvik Kurdngmiva Adunyn pemmbinmom
Kelembagaan elektif kelembagaun pendumipingin haik ditrt Kabumnten
Masyarakat hanyn papan nama berupa dana dum Provwving dalam
i memupuk
kelembagnnn yang
il didiun
b Pengelalan g - Bredum | Tiduk Tidak Behos Tidak sehaigiai Diberl penegasin
Tunah ks Diesp Bersertifikar Dikeloin objek pauk hak Kepads parn
Tidlak ada At
kepastinn
3 Pesgermhangan " il - Parteapusy Menurmn Kegitan terfokus Mosyeraat lebih Keghutan yihg
Perin Musyarakal puta kegintun ferturik jika terkalt dengnn
Desu keogamaan don kegiammm berkoon Pemermiahun desa
aidut demguny aterngikut sertakan

I1. DI Provinsi Sumaters Barat

i Siunemn Organisasl '
Musyarnkal Adat

2 Perhinaan ¥

Eelembogaun
i FTTRRTE ST

3 Pambinoan =
Lembaga dun
Hukim Adat

4 Pengelolaan g
Tannh kos Desi

§  Pengembangan v
Peran Masyarikat

Dhesa

1. D Provinsi NTB

1 Pembinamn v
[embagn dan
Hukurm Adat

Tillak berperamya
mintk marmk:
Banwak s
punghiulu di
prErnnLn

Tidak ada format
pembnamn

Ticknk dilihatkun
tokah adad ofau
A

Pembrnaan lembazn
il dilakukan di
tingknl Kahupdten

Belum ' Tidak =
Berserifikut

Pembaoman bany ik
ditnkokan pleh

lemhagn resmi

Kadang senng
bersenigketn dengan
Prukum posilf

Bamyal yang lups
ntamnn asi
Prinsip gotong
riwony b
puszh

kelembagain
mcrijad tulak
berkembung

Tidk semun
perghulu 1zl
dim pengombilian
heputosan

Tidok Bebes
Dikeloln

Tidak ada
kepieatian

Peran penghulu
semakin
termariinilkan

Pembuat hikum
di BAP pihak
Kepolisian

keagamann dan

adai

Puran petizhulu
Lidnk sekuat masa
Il kavrena, obi
perand s

Buryak ninik
ok i
ulnmis ving
et dan
tunah
kelahirannya
Keterhatusan
Chamazi

Tiddak sehuni
whiek pjick

Lembagn?
herpean dulim
peengembanzon
masyomkat,
buniyak
mengabaikan pam
penghulu

FKarena
herangkath
dengan hukur
positid

tokoh-tokol agani
dun o

Hkemibalikon
sehagian peran
penghuly

Pomherian sangst
yang melnggar
hukum

Adanyn alih genegms:
kepadi yang mudy
mrudi

Malokasikon dana
khugus untuk
fembajn odot

Diibherd peneiasan
hitke kepnda para
Al

Menghidopkan
kemnbuilb trisl
truhisi yane relah
datinggalkan purs
pendaliuly sdat

Hulcom adut juga
dhijuidilon bk am
prositd’

Tercermin dalam
proses permikabian,
gurap i pernbuktinn
antarn inim poda hael
pencrian
PerEanting

Sumber: Duta Diolah, 2015,
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berbeda banyak masyarakat telah meninggalkan cara
cara seperti itu, dengan berbagai alasan seperti
keputusan melalui adat tidak adil karena masih
mementingkan kerabat terlebih yang menjadi konflik
masih terdapat pemilik sanak Lkemenakan. 4)
Pengelolaan Tanah Kas Desa. Tanah kas desa
merupakan asset desa vang harus dijaga dan dikelola
dengan sebaik-baiknya. Namun dalam pelaksana-
annya kemampuan dan pengetahuan SDM manusia di
desa masih sangat terbatas untuk itu perlu adanya
bimbingan dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah
kabupaten. bahkan pada suatu desa ada yang tidak
memiliki kas desa.

Data pada Tabel 2 menunjukkan adanya
sengketa kewenangan lokal berskala desa di ketiga
lokasi penelitian (Sumatern Barat. Bali dan Nusa
Tenggara Barat). Ditemukan 3 (lima) jenis sengketa
kewenangan desa. vang relatif dominan, vakni: 1)
Pengelolaan Tambatan Perahu. Pengelolaan

Implemenlas| Kewenangan Oasa: Oirmmika, Masalah, dan Solusi Kebljakan
(Gunawan]

tambatan perahu ini hanya ada di Provinsi Bali,
sengketa yang terjadi adalah bukan antara desa dengan
kabupaten, tetapi antara masyarskal desa yanag
berprofesi sehagai nelayan dengan pemilik hotel untuk
mengelola tambatan perahu, tambatan perahu yvang
berada di hotel secara kebetulan masuk dalam area atau
wilayah desa sehingga menimbulkan sengketa. Untuk
itulah Pemerintah setempat hendaknya memfasilitasi
dan menegosiasi antara keinginan warga masyarakat
nelavan dengan kepentingan pemilik hotel. 2)
Pengelolaan Pasar Desa. Dalam pengelolaan pasar
desa terjadi sengketa antara nagar/desa dengan
Kerapatan Adat Nagan (KAN) hal ini didasari bahwa
vang memiliki tanah jaman dahulu adalah berdasarkan
warisan dari leluhur minik mamak. Untuk itu periu ada
fasilitasi antara Pemerintah kabupaten maupun
provinsi untuk mencari solusinya dengan
mempertemukan antara nagari dan Kerapatan Adat
Nagari dan menjelaskan bahwa vang memiliki wilayah

Tabel 2. Sengketa Kewenangan Desal.okal Berskala Desa (Menurut Kepala Desa/Aparat Desa dan Tokoh Adat)

g k““." e Koomitisl Ferkisi Problema/ Implikasi/ Faktor Solusi vang
Ng. Desa Lokal Berjalan Kendala Dampak Penyebab Ditawarkan
Bershals Dess Efckir Sengheta i
I Di Proviosi Hali
1 Pengelilnan . Ada Hoitel sering Al Ik | Herchut Petlu pendatnpingan
Tembotnn Pernbu ierklim pantar  dengan hotel senghketn neloyun
it milikmva wilayah
2 Pengelolesn Pasar ' Aidn Berehut Ado friksi desa Llang Perlu perjunfion desa
[ kiwenangan dengan pemila dan pernda
3 Pengelolum ' Ada Senghista Kanflik Usng /PADes  Perlu koordinasi
kuvwsan wisam sangkets kewenangan amtar  perbomasan antar  dien bangunan antr desh
skuli desa desa dlan batis de=a Hutel
desa yiamg tidak
jelas
Il. Di Provinsi Sumaters Barat
I Pengelolonn Pasar 4 - KAN tufak imau - BLAN ‘Mengembalikun
Desa menyernhken berpendapat pasar ke nagan
pasar feedchat ke prosar desi
nazae
2 Tambang banan o 'S Tumhang Liar sulit Dikooedmasikan
dengan ik Golomgan ¢ miendapatkin aleh des dengan
menggrmakan bt persetujunn dari kepuiusan resmi
bernt lingkunzan
L B Provinsi NTB
I Pengelolaan Pasar o Beheripg Liskass birndi i Ada kebgganan Yang Audsnyy pembagion
Diesa s desa nnmen desn Pemermmh desy membangun vang jelas
mictipelala tiduk memibkl den wmuk pasur sdalah Pkt dan
prmssr desn mergelola des momblhhasni. Pemibkah, retribust
yamg bemda di sitlithu kalih
doeratnya adiibermy iskuisa o
Foabupaten.

% Pengelnlun jala Fuk [esa belurn Kehimbangnn Ketidik SKID Pekenann
pembangun mendipal uniuk jelasan‘pemaha. Umum memberikan
an jalan infirmass membangun i dfesi penjeiszan kritcrin
desal blasifikast jalan Jaban Jalan

Sumber: Data diolah, 2015,
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adalah nagari sedangkan Kempatan Adat Nagan
merupakan bagian dari kelembagaan desa vang harus
dibing dan dilestarikan keberadaannnya. Pulaun Bali
pengelolaan pasar ini sebagian besar tanah yang
dimiliki di Pulau Bali adalah milik adat sehingga jika
dibangun di tanah adat maka pasar tersebut menjadi
milik adat. Pengelolaan pasar walaupun berada di
tanah milik adst pamun hasil retribust dar pasar
tersebut merupakun bagian dan desa dinas atau
pemerintahan yang akan digunakan pendapatan ashi
desa dan desa adat (pakraman). Kedua pernyataan itu
merupakan suatu indikasi bahwa pada jaman terdahulu
keberadaan ninik mamak dan penghulu maupun raja
raja dahulu yang mewariskan tanahnya kepada
keturunannya hingga kint pemahaman tersebut masih
kuat, sehingga beranggapan tanah tanah tersebut masih
menjadi milik adat. Berdasarkan persengketaan
tersebut menunjukan bahwa kepentingan adat masih
kuat khusus di dua Provinsi Sumatera Barat dan Bali
sehingga pemerintah daerah harus melakukan mediasi
dan memtasilitasi dengan pertimbangan tidak
memihak dan merada pada netral, demi keutuhan dan
kesejahteraan bersama antara desa dinas dan
kepentingan adat. 3) Pengelolaan Jarigan Irigasi.
Pada dasarnyva pengelolaan irigasi tetap berada di
wilayah pedesaan, vang berguna untuk mengelola dan
membagi air ke persawahan, namun besar kecilnya
pengelolaan it bergantung daerahnya masing-
masing, seperti di Provinsi Bali pengelolaan jaringan
irigasi diurus oleh Subak, lembaga inilah yang
mengatur aliran imgasi hingga semua masyarakat
mendapatkan air persawahan. Sedangkan di Provinsi
Sumatera Barat hampir mirip dengan pengelolaan
irigasi di Provinsi Bali, namun di Provinsi Sumatera
Barat tidak ada petugas vang secara khusus mengelola
irigasi, pembagian air irigasi dikendalikan
berdasarkan hasil musyawarah unsur masyarakat dan
perangkat desa. Kedua model tersebut merupakan
miniatur dari pengelolaan irigasi di desa desa secara
umumnya di Indonesaia, untuk menerapkannya dapat
di kondisikan mode! vang cocok dengan daerahnya
masing-masing. 4) Pengelolaan Kawasan Wisata
Skala Desa, Batas yang jelas disertai dengan titik
koordinat, hal ini akan menyangkut dengan
pendapatan asli desa (PAD) bila tidak jelas maka akan
menimbulkan konflik untuk itu perlu ada Koordinasi
ying rutim antar desa, Kelemahan peneniuan batas-
batas desa pada saat ini hanya dengan pohon, sungat
maupun patok-patok batas yang sewakiu-sewaktu
dapat berubah seiring perjalanan wakt, Untuk
mengurangi gesekan antar desa dalam memperebutkan
daerah wisata menjadi sumber pendapatan asli desa,
pemerintah harus mengadakan negosiasi antara desa-
desa yang menimbulkan konflik, salah satunya adalah
penentuan batas yang jelas dengan titik koordimat. 5)
Pembuatan Jalan Desa Antarpermukiman ke
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Wilayah Pertanian. Pembuatan jalan desa antar
permukiman ke wilayah pertanian mengalami
sengketa khususnya antara SKPD Dinas Pekerjaan
Umum terkait dengan pemerintahan desa, walaupun
jalan tersebut berada didesa namun dalam
pelaksanaannya Dinas Pekerjaan Umum  masih
mengerjakan jalan tersebut, sehingga pekerjaan yang
sudah dianggarkan oleh desa menjadi mentah kembali,
Pemerintah desa tidak mengetahui secara jelas kriteria
atau batasan jalan. seperti jalan desa, jalan kabupaten.
jalan provinsi, dan jalan negara. Dalam konteks i,
pemerintah provinsi harus mengklasifikasi dengan
tegas batasan status julan yang berada diwilayahnya,
sehingega tidak ada lagi pembangunan yang double
perencanaan

Solusi Kebijakan

Memperhatikan dinamika dan problematika
implementasi kewenangan desa, terbersit beberapa
solusi kebijakan vang harus segera dirumuskan. Solusi
kebijukan dimaksud diharapkan dapat mereduksi
kesalahan (mal administrasi), meniadakan multitafsir,
mempersingkat waktu dan meningkatkan kualitas
pelayanan, serta meningkatkan kesejahteraan,
Beberapa solusi kebijakan yang ditawarkan adalah: 1)
Eksistensi Permen DPDTT Nomor 1 Tahun 2015,
Keberadaan Permen DPDTT Nomor | Tahun 2015
Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa telah
diketahui para Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi dan Kabupaten
lokus penelitian. Namun belum dilakukan sosialisasi
Permen DPDTT kepada Kepala Desa. Perangkat
Desadan kelembagaan yang ada di desa. Hal ini
tentunya berimplikasi terhadap tingkat pemahaman
para pemangku kepentingan di desa terkait materi
kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Permen
DPDTT Nomor 1 Tahun 2013, Selain i, terdapat
beberapa kelemahan dalam maleri pengaturannya,
antara lain: a) batasan atau pengertian mengenai hak
asal usul kurang spesifik, tegas, dan jelas; b) susah
dipahami dan menimbulkan multi tafsir; ¢)
memunculkan tumpang tindih antara aturan yang
diatur dalam Perda dan hukum adat, sehingga Permen
DPDTT Nomor | Tahun 2015 bertentangan dengan
aturan lokal dan dalam prakieknya justru kontra
produktif, karena menghambat pelaksanaan kegiatan
yang terkait dengan kewenangan di desa; d) kebijakan
ini belum memberikan pengaturan secara spesifik
bagaimana langkah/tindakan yang wajib dilakukan
para Kepala Desa ketika hendak melakukan
identifikasi, inventarisasi, dan memetakan jenis
kewenangan yang ada di desanya: dan ) relatif belum
mengakomodasi implikast vang diprediksi akan
timbul ketika terjadi penvalahgunaan dan/atau
sengketa kewenangan di desa. 1) Kewenangan



Berdasarkan Hak Asal Usul. Kewenangan
berdasarkan hak asal usul di semua provinsi masih
berjalan sesuai norma vang ada baik itu norma adat
maupun norma hukum positif. Secara khusus, di
Provinsi Sumatera Barat, kewenangan berdasarkan
hak asal wsul dengan kritema sistem  organisasi
masyarakat, peran ninik mamak relatif berkurang, Hal
ini disebabkan banyaknya para penghulu yang pergi
merantau keluar dari nagari dan menetap di berbagai
kota besar. Implikasinya, relatif banyak pula para
perantau yag lupa terhadap tatanan asli, seperti prinsip
gotong-royong menjadi hampir punah. Penyebabnya,
peran penghulu tidak sekuat di masa lalu. Solusi dari
permasalshan tersebut adalah adanva kesadaran dar
ninik mamak, alim olama, cerdik pandai  untuk
membangun desanya vang sudab lama tergerus oleh
waktu agar dibangun kembali serta memelihara nilai-
nilai adat. Kemudian pemerintah daerah mendukung
dan membina serta memfasilitasi kegiatan vang
bersifat mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat.
Pembinaan kelembagaan masyarakat/lembaga hukum
adat di semua provinsi terdapat beberapa
kecenderungan menurun. Sebab, tdak ada formar
pembinaan dan tidak dilibatkannya tekoh adat atau
agami serta penghulu dalam pengambilan keputusan
hal ini disebabkan tidak adanya ketersedinan dana
Permasalahan pembinaan ini yang menjadi utama,
pembinaan pemerintah daerah selain membina dalam
bentuk dukungan anggaran untuk mempertahankan
adat dan budaya serta memberi dukungan politik
melalui regulasi-regulasi agar keberlangsungan adat
dan budaya tetap dilestankan Permasalahan lain
adalah dalam mengelola tanah kas desa. dilokasi kajian
khususnya di Provinsi Bali dan Sumatera Barat
sebagian besar tanah kas desa belum/nidak
bersertifikat, hal ini akan berimplikasi pada proses
penggarapan dan pengolahan tanah kas desa tiduk
bebas dikelola dan tidak ada kepastian hukum tentang
tanah kas desa, Penyebab tanah kas desa tidak dapat
disertifikatkan oleh SKPD pemerintah kabupaten/kota
dikarenakan tanah kas desa bukan sebagai objek pajak.
Berkenaan dengan  itu Pemerintah daerah
kabupaten'kota membuap kebijakan untuk
menjembatani kepentingan Pemerintah desa dalam
kepemilikan tanah kas desa dapat digunakan untuk
kebutuhan pemerintah desa. 3) Sengketa
Kewenangan Berdasarkan Kewenangan Lokal
Berskala Desa. Pengelolaan kewenangan desa
seringkali bermuara pada sengketa kewenangan desa.
Dalam studi im ditemukan sengketa kewenangan desa
antara lain sengketa dalam pengelolaan tambatan
perahuantars desa dengan pengelola hotel yvang berada
di kawasan desa pantai. Pemilik hotel mengklam
pantai sebagai miliknva, sehingga memimbulkan frksi
vang berbeda dalam memperebutkan wilayah pantai.
Solusi kebijakannya adalah menyvampaikan penjelasan

Imgplemantas Kawanangan Desa. Dinamika, Masalsh, dan Solusi Kebiskan
(Gunzwan|

kepada pihak pengelola hotel terkait keberadaan
kiewenangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Desa dan peraturan  pelakspnaannya,
Selanjutnya, dilakukan perumusin secara bersama-
sama  untuk pengaturan terhadap batas-batas
kepemilikan hotel yang dapat dikelola. Selain i,
diperlukan  fasilitasi pemerintah kabupaten  untuk
mempertemukan para pihak agar terdapat sinkronisasi
dan harmonisasi antara kebutuhan pemerintah desa
sesual kewenangan vang diperolechnya dengan
kepentingan pemilik hotel dalam upavapengembangan
usaha

Ditemukan pula sengketaantara kewenangan
desa dengan pemernntah daerah. Sengkets kewe-
nangan terjadi dalam pengelolaan pasar desa yang
berada diwilayah desa dengan pemerintah daerah
sehagai perumus kebijakan (decision maker) yang
merupakan kewenangan pemerintzh daerah kabu-
paten. Dalam konteks ini, solusi vang ditewarkan
adalah agar perumus kebijakan membuat pengaturan
atau kesepukatan antara pemerintah daerah kabupaten
dengan desanya, Pengaturan dilakukan terkait bagi
hasil atas pendapatan yang diperoleh pasar desa
tersebut.

Sengketa pengelolaan pasar desa yang lain
adalah antara Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan
nagari karena KAN tidak mau menyerahkan pasar
tersebut ke nagari. KAN berpendapat bahwa pasar
desa bukanlah milik nagari. Solusi kebijakan yang
ditawarkan adalah pemerintah daerah kabupaten
memfasilitasi kedua belah pihak antara Nagari dan
KAN, mencari jalan keluar dengan hasil yang dapat
memenangkan kedua belah pthak yang bersengketa
{wirt win solution).

Sengketa selanjutnya dalam kajian in1 adalah
kewenangan dalam pengelolaan kawasan wisata skala
desa antar desa dikarenakan batas desa yvang tidak
jelas, sehingga menimbulkan konflik dikarenakan
mengurangi pendapatan ashi desa (PADES). Dalam
konteks ini diperlukan perjanjian antar desa mengenai
pengelolaan kawasan desa. Solusi yang ditawarkan
adalah pemerintah dacrah kabupaten memediasi antara
desa-desa bersengketa dalam mempercbutkan daerah
kawasan wisata dengan memberikan batas-batas vang
tegas dengan ntik koordinat.

Sengketa selanjutnya  adulah  kewenangan
dalam pengaturan pengelolaan tambang batuan dan
alat berat  dan pengaturan tambang liar golongan C
dengan pencemaran lingkungan vang berada di desa.
Pencemaran lingkungan yang diakibatkan adanya
pengualian dan penambangan dengan menggunakan
alat-alat berat yang menimbulkan pencemaran udara
dan pencemaran air. Scolusinya, pemerintah daerah
kabupaten agar merumuskan penpaturan vang tegas
dan jelas dalam perituran daerah (perda) serta
memberikan sanksi tegas terhadap pengelola tambang
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batuan dan alat berat serta pengelola tambang liar
colongan € vyang melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Hasil evaluasi membuktikan Permen DPDTT
Nomor | Tahun 20135 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal-usul don Kewenangan Lokal
Berskala Desa, belum diselenggarakan sampai pada
tataran desa, schingga menimbulkan berbaga
pendapat dan dalam menterjemahkan aturan tersebut.
Selam itw, juea aturan tersebul belum memformu-
lasikan pengertian hak asal usul dan terjadi mult tafsir
dan belum memperhatikan aspek hukum adat dan
kearifan lokal.

Penyelenggaraan Kewenangan desa oleh para
kepula desa dan perangkatnya berlangsung dinamis.
Namun, dalam implementasinya juga diikuti sejumlah
problematika. Mulai dari penafsiran hingga terjadinya
sengketa’konflik kewenangan. Kondisi ini menuntut
adanya solusi kebijakan sebagai altemnatif pemecahan
musalah secara komprehensif dan tuntas seperti pada
kéwenangan berdasarkan hak asal uwsul dan
kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan desa
tersebut meliputi penataan sistem orgamisasi &
kelembagaun masyvarakat adat, kelembagaun
masyarakat dan pengembangan peran masyarakat desa
serta pembinaan lembaga hukum adat dan pengelolaan
pasar desa.

Bila ditinjau dari perspektf nomenklatur
organisasinya, maka pengelolaan desa menjadi tugas
dan fungsi 2 (dua) institusi pemerintahan setingkat
kementerian, vakni: Kementerian Desa, Pembangunan
Dagrah Tertingpal dan Transmigrasi (DPDTT) dan
Kementerian Dalaom Negeri. Dalam  konteks i,
Pemerintah menerapkan manajemen matriks dalam
upaya pengelolaan desa dan percepatan pencapaian
tujuan organisasi. Kebersamaan i dealnya harus
diikuti pula dengan langkah konkrit berupa
koordinatif-konsultatif. Selanjutnya, kehadiran suaty
kebijakan akan menjadi lebih bermakna ketika
didahului dengan proses diseminasi dan/atau
sosialisasi kepada para kepala desa selaku
implementornya, schingga terdapat kesamaan
pemahaman, lebih akomodanf, dan dapat mereduksi
bias implementasinya.

Rekomendasi

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa,
Pembangunan Daersh Tertinggal. dan Transmigrasi
dapat segern melakukan reviu terhadap Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerab Tertinggal, dan
Transmigrast Nomor | Tahun 2015, Uniuk segera
mereview ferhadap substansi materi kebijakan.

OR

terutama yang terkait dengan cksistensi kewenangan
desa, tata cara diperolehnya, tata kelola, implikasi dan
dampak vang dittmbulkan, dan penanganan sengketa
atau penyalahgunaan kewenangan desa serta
mekanisme pertanggungjawabanmyu.

Idealnya pelaksanaan reviu kebijakan tersebut
turst mengikil sertakan beberapa perwakilan darn
desa, antara lam: 1) Kepala Desa; 2) Kepala Badan
Permusyawaratan Desa (BPD); 3) Tokoh Masyarakat:
4) Tokoh Adat; dan 5) Pejabat Pemerintah Daerah yang
berkompeten dan memiliki tugas, fungsi, dan
tanggung jawab dalam pengelolaan desa. Perwakilan
dipilih secara selekuf-komprehensif, schingga dapat
merepresentasikan kelembagaan desa dan berdasarkan
karakteristik kewilayahan desa maupun desa adat baik
vang terdapat di wilayah terisolasi, tertinggal, terluar,
dan atau terdepan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).

Faktor penting vang tidak dapat diabaikan
adalah pengawalan secbagai wujud pembinsan
terhadap desa. Operasionalisasinya dapat diwujudkan
melalun akovitas: 1) sostalisas; 2) asistensi; 3)
supervisi:d) edukasi penvuluhan;d) pendampingan; 6)
advokasi: dan 7)) evaluasi berkala dan berkesi-
nambungan oleh pejabat dan satuan kerja peranghkat
daerah(SKPD) kabupaten'kota vang memiliki desa
atau sebutan lainnya.
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